
BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 82 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,
Menimbang : bahwa utuk melaksanakan ketentuan pasal 6 peraturan Daerah

Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun Zbto tentang pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten ti"tirrg"rr, perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Keduduk"",- Susunan
Organisasi, T[rgas dan Fungsi serta TatL Keda Dinas Kesehatan
Kabupaten Katingan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Oo2 tentang pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten seruyan, Kabupaten
sukamara, Kabupaten Lamandau, KabupatLn Gunung Mas,
Kabupaten Pulang pisau, Kabupaten Murung R"ya dan
Kabupaten Barito Timur di provinsi Kalimirtan 

- 
Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 1g,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41g0);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia r"hun zdos
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ao4
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);

4- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang perimbangan
Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah oaeiarr
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oa4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran wegara Republik
Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, ?ambahan l-eribaran N"g"r*
Republik Indonesia Nomor S2Za\

6- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia ,i.hrn zoiq
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a9a\

Page I of24



7. Undang-undang Nomor 2s rahun 2aL4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesif Tahun 2ol4Nomor 244, Tarrtbahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah aiuuatr d.rg*r, u"a"rrg-
undang Nomor 9 Tahun 2o1s tentang perubahai Kedua Atas
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2aI+ tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesil rahun 2olsNomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1o0 Tahun 2ooo tentang
Pengangkatan pegawai Negeri sipil dalam Jabatan stmktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20oo Nomor 192,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4o1gi
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 13 Tahun 2oa2 tentang perubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 100 tentang_ pengangkatan pegawai NegeriSipil dalam Jabatan struktural g,emuaran Negia Republit<
Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 33, Tambahan l,embaran N"g*"
Republik Indonesia Nomor alga\

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5g rahun 20os tentang
Pengelolaan 

_ 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar* N"g*"
Republik Indonesia Nomor a17gl;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2oo5 tentang pedoman
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah
laerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200s
Nomor 165, Tambahan Lembaian Negara Republik Indonesia
Nomor as%l;

1,1. Peraturan Pemerintah Nomor 1g rahun 2oL6 tentang perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL6Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

12. Peraturan Presiden Nomor gr rahun 2ol4 tentang peraturan
Pelaksanaan undang-Undang Nomor 12 Tahun zdtl tentangPembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo, f OSl;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2oL6tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah
Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupalen Katingan
Tahun 2oL6 Nomor 65, Tambahan Lembaran Dalrah Kabupaten
Katingan Nomor 35).

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2oLs tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2056);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
KESEHATAN.

KEDUDUKAN, SUSUNAN
SERTA TATA KERJA DINAS

Page 2 of 24



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasa1 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan T\.rgas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem danprinsip Negara Kesatuan Republik fndonesia sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara flepublik
Indonesia Tahun Lg4S.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggffa Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjaai kewenangan
Daerah otonom.

3. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.
4. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Katingan.
5. Bupati adalah Bupati Katingan.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Katingan.
7. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten

Katingan.

8. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Katingan.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
tertentu dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.

KEDUDUKAN DAN $#SllNAN oRGANISASI

Pasal 2
(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. sub Bagian Keuangan, program, Evaluasi, pelaporan dan
IT;

3. Bidang terdiri dari :

a. Bidang Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan :

1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
2) Seksi Promosi dan pemberdayaan Masyarakat;
3) seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan olah

Raga.
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b. Bidang pencegahan dan
membawahkan:

1) Seksi Surveilans dan Imunisasi;

Pengendalian penyakit,

2) seksi pencegahan dan pengendalian penyakit Menurar;
3) seksi_ perrcegahan 

. dan pengendalian penyakit TidakMenular Serta Kesehatan Jiwal
c. Bidang pelayanan dan sumber Daya Kesehatan,

membawahkan :

1) Seksi pelayanan Kesehatan;

2) Seksi Kefarmasian, Alkes dan pKRT;

3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam rampiran peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagran Kesatu
DINAS KESEHATAN

Pasal 3
Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalammelaksanakan. kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan sesuaitrengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 4
untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal B,Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan tekni-s di bidang kesehatan sesuai dengankebijakan Bupati berdasarkan peratJran perundang-undangan
yang berlaku;

b. Perumusan 
_ 
kebijakan dibidang kesehatan masyarakat,pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan keJehatan,

kefarmasian, alat kesehatan dan plrbekalian kesehatan rumahtangga (PKRQ serta sumber daya minusia;
c. Pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat,

pencegahan dan pengendalian penyat it, pelayanan keJehatan,
kefarmasian, alat kesehatan dan plrbekalian kesehatan rumah
tangga (PKRT) serta sumber daya manusia;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan
masyarakat, pencegahan dan pengendarian p.nyrkit, pelayanankesehatan, kefarmasian, atat lesehata* d"r. 'peruet 

atan
kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya *rru.i";

e. Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan sesuai denganlingkup tugasnya; dan
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f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Katingan
terkait dengan bidang kesehatan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,
Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

a. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian tentang surveilans
penyakit menular dan penyakit tidak menular di seluruh wilayah
Kabupaten Katingan;

b. Melakukan penyetidikan terhadap timbulnya kejadian luar biasa
penyakit menular yang terjadi di Kabupaten Katingan dan
memiliki kesatuan epidemis;

c. Menata manajemen program imunisasi dan pengendalian faktor
resiko terjadinya penyakit menular;

d. Menata penemuan dan tatalaksana kasus penyakit menular;
e. Menata pengendalian faktor terjadinya penyakit tidak menular;
f. Penatalaks€rna€Ln wilayah bencana dan kejadian luar biasa;
g. Pembinaan dan pencegahan pencemaran lingkungan;
h. Penyelenggaraan surveilans stzi buruk dan pemantauan

penanggulangan gizi;

i. Pembinaan dan pelayanan kesehatan calon jemaah haji;
j. Pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier

tertentu;

k. Pembinaan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah
perbatasan dan terpencil;

l. Registrasi, akreditasi dan sertilikasi tenaga kesehatan sesuai
dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

m. Pengelolaan, penyelenggaraan dan bimbingan serta pengendalian
jaminan pemeliharaan kesehatan;

n. Pendayagunaan tenaga kesehatan melalui peningkatan
pendidikan dan pelatihan;

o. Penyediaan dan pengelolaan buffer stock obat dan alat-alat
kesehatan;

Peningkatan penyelenggaraan kegiatan promosi kesehatan;
Bimbingan dan pengendalian norma standar, prosedur, kriteria
bidang kesehatan dan organisasi profesi tenaga kesehatan; dan
Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan profesi tenaga
kesehatan.

Bagian Kedua
KEPALA DINAS

p.

q.

r.

Pasal 6
(1) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai

mengkoordinasi, merencanakan serta
tata kerja dan mengembangkan
kesehatan serta bertanggung jawab
pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.

tugas memimpin, membina,
menetapkan program kerja,
semua kegiatan dibidang
atas terlaksananya tugas
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(2) Untuk melaks,anakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebiiakan teknis dibidang kesehatan sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan Bupati Katingan berdasar[an
Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
Pengorganisasian penJrusunan program pembangunan
kesehatan, pengolahan data dan informasi serta penelitian dan
pengembangan kesehatan;

P_elaksanaan pengendalian penyakit, penanggulangan wabah
dan kejadian luar biasa serta pembinaan penyehatan
lingkungan;

d. Pembinaan dan pengawasan kefarmasian, makanan dan
minuman serta pengobatan tradisional;

e. Pemberian registrasi, sertifikasi, lisensi dan akreditasi bagi
tenaga kesehatan dalam skala Kabupaten Katingan;

f. Pembinaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya
kesehatan, dan teknologi kesehatan;

g. Pembinaan dan peningkatan promosi kesehatan meliputi
kegiatan penyuluhan kesehatan dan jaminan pemeliharaan;

h. kesehatan masyarakat;

i. Pembinaa.n, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; dan

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan mempunyai uraian tugas :

a. Merumuskan dan menjabarkan kebijakan teknis program Kerja
Dinas Kesehatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan instansi
vertikal terkait Program Pembangunan Kesehatan, pengolahan
data dan informasi serta penelitian dan pengembangan
Kesehatan yang dilaksanakan di semua bidang di lingkungan
Dinas Kesehatan dan Unit pelaksana Teknis Dinas
berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

c. Membina bawahan sesuai dengan T\rgas pokok dan Fungsi;
d. Mengarahkan pelaksanaan proses manqjemen berbagai

program kegiatan berdasarkan Dokumen pelaksanaan
Anggaran dan petunjuk teknis yang berlaku;

e. Mengevaluasi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai
Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan;

f. Memberikan laporan dan informasi kepada atasan sesuai hasil
kerja sebagai pedoman penilaian kinerja Dinas Kesehatan;

g. Menggali berbagai informasi dan perkembangan ilmu
pengetahuan sesuai dengan T\rgas pokok dan Fungsi Kepala
Dinas agar menambah wawasan dan pengetahuan dalam
bertugas;

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
pimpinan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

b.

c.
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Bagran Ketiga
SEKRETARIAT

Pasal 7
(1) sekretariat Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang sekretarisyang mempunyai tugas mengkoordinasi penJrusunan program danpenyelenggaraan tugas-tugas bidang """*" terpadu dan tugaspelayanan administratif 

_ 
serta - perrengkapan, keuangan,

kepegawaian, protokol, hubungan masyarakat serta rumahtplgga, organisasi dan tataraksana, analis jabatan sertadokumentasi peraturan perundang-tJndangan pada Dinas
Kesehatan.

(2) untuk melaksana]<an tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas
administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan;

b. Merencanakan operasional kegiatan terkait proses manajemen
di lingkungan Sekretariat berdasarkan Dokumen pelaksi.naan
Anggaran Dinas Kesehatan tahun bedalan;

c. Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas
Kesehatan;

d. Pengawasan terhadap disiplin pegawai di lingkungan Dinas
Kesehatan;

e. Mengawasi pelaksanaan proses kegiatan manqiemen berbagai
program kegiatan sekretariat berdasarkan r"rr"rira kerja;

f. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas , '

a. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh -rrr"r, organisasi di
lingkungan Dinas Kesehatan;

b. Melaksanakan pengeroraan administrasi dan manqjemen
keuangan;

c. Melaksanakan pengeroraan administrasi kepegawaian di
lingkungan Dinas Kesehatan;

d. Melaksanakan urusan umum, surat menJrurat, perlengkapan,
rumah tangga, protokol, dan hubungan mlsyarakat; 1

e. Mendistribusikan tugas dan tanggung jawab kepada bawahandi lingkup sekretariat Dinas Keslhatan sesuai d"rrg* bidang
tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f. Memberi petunjuk terkait pelaksanaan proses manajemen
berbagai program kegiatan di sekretariat berdasarkan kerangka
acuan keq'a;

g. Memeriksa _hasil pekerjaan bawahan sesuai dengan T\rgas
Pokok dan Fungsinya;

h. Memberikan laporan dan informasi sesuai hasil keq.a sebagai
bahan penilaian kinerja sekretariat;
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i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
pimpinan berdasarkan peraturan perundang-u.tdrng"r, yang
berlaku;

Pasal 8
Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagran Umum dan Kepegawaian;

2. sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi, pelaporan dan IT.

Paragraf L

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 9

(1) sub Bagian umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seor€rng
Kepala sub Bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris
dalam hal penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan
umum, kepegawaian dan tumah tangga serta penatalaks€rnaan
hukum, dan dukungan administrasi umum yang menjadi
tanggung jawab Dinas Kesehatan.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala sub Bagian umum dan Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan urusgrn umum, kepegawaian dan rumah
tangga Dinas Kesehatan;

b. Pengelolaan perpustakaan, organisasi dan tatalaksana serta
analis jabatan;

c. Penyusunan daftar urut kepangkatan;
d. Pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
e. Pengumpll* dan penyrapan peraturan perundang undangan

di bidang Kesehatan;

f. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, Kepala sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai
Uraian tugas :

a. Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan umum dan
kepegawaian;

b. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian,
ketatausahaan, surat men5rurat, perlengkapan dan- rumah
tangga;

c. Menyelenggarakan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
d. Mengelola perpustakaan, organisasi dan tatalaksana, serta

analisis jabatan;

e. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan
tugas berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-
masing;

f. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna
meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
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Melaksanakan tugas kedinasan rain yang diberikan oleh
pimpinan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 2
SUB BAGIAN KEUANGAN PROGRAM, EVALUASI,

PELAPORAN DAN INFORMASI TEKNOLOGI

Pasal 10

(1) sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi, peraporan dan IT
dipimpin oleh Kepala sub Bagian yang mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan dan koordinasi keuangan, pengelolaan
aset, pen]rusunan rumusan program dan informasi, serta
penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung
jawab Dinas Kesehatan.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala sub Bagian Keuangan, progr€un, Evaluasi, ebhporan dan
IT menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan penyusun€m anggaran kesehatan yang
berkoordinasi dengan bidang-bidang;

b. Pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan
keuangan, bimbingan serta pembinaan dan penga*asan
terhadap bendahara;

c. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan
kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan
keuangan;

d. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan program kesehatan;

e. Penyelenggaraan pen]rusunan LAKIP, penetapan Kinerja,
LPPD, LKPJ dan Profil Dinas Kesehatan yang berkoordinisi
dengan bidang-bidang;

f. Pgngumpgl* dan penyiapan peraturan perundang-undangan
dibidang kesehatan;

g. Pelaksanaan dan Pengelolaan Informasi Teknologi
dilingkungan Dinas Kesehatan.

h. Koordinator pelaksanaan gotong royong, pamer€m dan bhakti
sosial lainnya;

i. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; dan

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat {2), Kepala Sub Bagian Keuangan, program, Evaluasi,
Pelaporan dan IT masyarakat mempunyai Uraian tugas :

a. Melaksanakan urusan penyusunan program, pelaporan,
koordinasi perencana€rn pembangunan kesehatan, rerr"ana
strategis, rencana kerja, kebijakan program bidang kesehatan
dan perumusan kebijakan;

ob.

h.
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b. Melaksanakan pengorahan data/informasi sebagai bahanperumusan 
- 
kebijaka, umum dan teknis Jp"*io""rpengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, rumahtangga, perlengkapan, pe{pustakaan, inventari-sasi barang J""protokol;

c. Melaksanakan penatausahaan administrasi barang inventaris
milik pemerintah;

d. Melaksanakan inventarisasi dan rekapitulasi barang milik
Dinas Kesehatan;

Melakukan verifikasi anggaran kegiatan;
Melaksanakan pengelolaan anggaran;
Menyusun laporan keuangan secara berkala dan tahunan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Menyediakan .dan menyEurlpaikan informasi kepada
masyarakat di bidang kesehatan;

Melaksanakan penjrusunan anggaran pembangunan
kesehatan yang berkoordinasi dengan bidang-bidang;
Melakukan koordinasi dengan bidang dalam rangka
menyediakan layanan informasi teknologi yang mampu
memenuhi kebutuhan Dinas Kesehatan;
Menghimpun dan mengolah data serta bahan-bahan untuk
men]rusun a.nggarErn serta melakukan dokumentasi peraturan
Perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan
tugas Dinas Kesehatan;

Melaksanakan pengolahan data/info:rmasi sebagai bahanperumusan kebiiakan umum dan teknis operasional
pengelolaan Program, Informasi dan informasi teknolcgi;

e.

f.

o

h.

1.

j.

k.

m. Melaksanakan dan memfasilitasi peliputan dan dokumentasi
kegiatan Dinas;

n. Merumuskan bahan rencana
Dinas Kesehatan;

strategis dan rencana kerja

o. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan
tugas berjalan sesuai dengan tugas pokok aan rungsi masing-
masing;

Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna
meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan berdasarkan peraturan peru.ra.rg undangan yang
berlaku;

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
sub bagian program, informasi dan hubungLn masyaraka:t.

q.

r.

Bagian Keempat
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 11

(1) Eidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang
Kepara Bidang yang mempunyai tugas melaksanlt"r, perumusan
dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan
masyarakat.
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(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumus€rn kebijakan operasionar dibidang
kesehatan keluarga, grzi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan d; ohh
raga;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan dan olah
raga;

c. fenytapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi keseh atatt, pemberdayaa.n
masyarakat, kesehatan lingkungan dan olah ,"g";

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan
keluarga, grzi masyarakat, prbmosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, kesehatan lingkungan dan olah,"ga; a"r,

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan olehpimpinan berdasarkan peraturan perurJ"rrg-urrraangan yang
berlaku.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, Kepala Bidang Kesehatan lvtasyarakat mempunyai tugas :

a. Melaksanakan rencana
Masyarakat;

kegiatan Bidang Kesehatan

Pasal 12

Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :

1. Seksi Kesehatan Keluarga daurr Gizi;
2. Seksi Promosi dan pemberdayaan Masyarakat;
3. seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan olah Raga.

b. Melaksanakan kebijakan teknis pelayanan Kesehatan Keluarga
dan Gizi Masyarakat, promosi dan pemberdayaan Masyarakat
dan Kesehatan tingkungan, Kesehatan Ke{a dan olah ri"g*;

c. Melaksanakan pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi
Masyarakat, Promosi dan pemberdayaan Masyarakat dan
Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan olah Raga;

d. Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan nofina, standar,
pedoman dan petunjuk operasional Kesehatan Keluarga dan
Gizi Masyarakat, promosi dan pemberdayaan Masyaraklt dan
Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan olah R"g";

e. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan
tugas berjalan sesuai dengan tugas pokok aan nrngsi masing-
masing;

f. Memberikan motivasi- dan penilaian kepada bawahan guna
meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
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Paragraf L

SEKSI KESEHATAN KELUARGA
DAN GIZI

Pasal 13

(1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang mempunyai tugas perumus€Ln dan pelaksanaan
kebijakan operasional, bimbingan teknis dan superrrisi serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesehatan
Keluarga dan Gizi Masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
menyelenggarakan fungsi :

a. Pen5rusunan rencana pembinaan dan pengendalian pelayanan
kesehatan dasar meliputi peningkatan kesehatan keluarga
termasuk kesehatan remaja, ibu serta lanjut usia, peningkatan
perbaikan gizi, pelayanan kesehatan haji serta kesehatan
mulut d* grgr;

b. Penyusunan perumusan kebijakan upaya perbaikan dan
peningkatan kesehatan keluarga dan penanggulangan gtzi
buruk, serta bimbingan dan pengendalian pelayanan
kesehatan haji serta kesehatan mulut dan gigi;

c. Pembinaan upaya kesehatan daerah perbatasan, terpencil dan
daerah rawarl,pelayanan kesehatan hqji serta kesehatan mulut
dan gigi;

d. Pelaksanaan pembinaan dan perbaikan serta peningkatan
kesehatan keluarga termasuk kesehatan remaja, ibu serta
lanjut usia;

e. Pemantauan dan Penanggulangan gizi buruk;
f. Pembinaan, pelayan€rn, pengendalian, monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

3. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, mempunyai
uraian tugas :

a. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma,
standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang
Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;

b. Melaksanakan rencana kegiatan pelayanan kesehatan dasar
meliputi peningkatan kesehatan keluarga termasuk kesehatan
remaja, ibu, bayi, balita, anak remaja, wanita usia subur serta
lanjut usia, peningkatan perbaikan gizi, pelayanan kesehatan
haji serta kesehatan mulut dan gigi;

c. Melaksanakan upaya kesehatan ibu, bayi, balita, anak remaja,
wanita usia subur dan usia lanjut;

d. Melaksanakan perbaikan gizi masyarakat, pembinaan keluarga
sadar gizi, pelayanan kesehatan haji serta kesehatan mulut dan
grgi;

e. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan kewaspadaan
pangan dan $zi mayarakat dan pena.nggulangan kerawanan
pangan da:rr glzi;

f. Melaksanakan pembiayaan jaminan persalinan (JAMPERSAL);
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g. Melaksanakan penJrusunan peta informasi masyarakat kuranggizi dan pencegahan dan penanggurangan masalah gizi;
h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar peraksanaantugas berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing _masing;

i' Memberikan motivasi dr1."pr?il-aia1 kepada bawahan gunameningkatkan prestasi, dediliasi dan royatit". u"*"rr""; 
-

j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatanseksi kesehatan keluarg" dan gizi masyarakat.

SEKSI PROMOSI DAN AYAAN MASYARAKAT

pasal 14
(1) seksi Promosi dan pemberdayaan Masyarakat dipimpin olehseorang Kepala Seksi yang- mempunyai tugas plnyiapanperumusan dan pelaksanaan kebijakan operasio-nal, ui*[irrg"r,teknis dan superyr.i, serta pemantauan dan pelaporan ai uiaangpromosi dan pemberdayaan masyarakat.
(2) Untuk melaksanakan tugas

ayat (1), Kepala Seksi promosi
menyelenggarakan fungsi :

sebagaimana dimaksud pada
dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Pen5rusunan rencana pembinaan dan pengendalian promosi
kesehatan dan pemberdayaan masyarak.i aiEia"rrg k;.rh"t".r;

b. Penyusunan perumusan kebiiakan upaya promosi kesehatan
dan pemberdayaan masyaratat ai biaanikeserratarr;

c. Penyrapan bimbingan teknis dan supervisi promosi kesehatan
dan pemberdayaan masyarakat di bidiang kesehatan;

d. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan
sekolah, penjaringan anak setcourr aan do-kter kecil;

e' Pembinaan, pelayan€ur, pengendarian, monitoring, evaruasi danpelaporan pelaksanaan tugai dan fungsi.
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi 

- 
sebagaimana dimaksud padaayat (21, Kepala seksi promosi dan pemberday""" rrr""y"rakat

mempunyai uraian tugas :

a. Menyiapkan. bahan- pengendalian dan pelaksanaan norma,
standar, pedoman dan petunjuk operasionat dibidang promosi
dan Pemberdayaan Masyarakat;

b. Melaksanakan rencana kegiatan promosi dan pemberdayaan

c. Melaksanakan pembinaan,dan penyuruhan pola hidup bersih
dan sehat serta upaya kesehatan beisumber daya masyarakat;

d. Melaksanakan pembinaan usaha kesehatan sekolah;
e. Melaksanakan pembinaan tanaman obat keluarga danpengobatan tradisional;
f. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar peraksanaan

tugas berjalan sesuai dengan tugas pokok a"i zurrgsi masing_
masing;
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g. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan gunameningkatkan prestasi, dediliasi dan loya1it 
" 

u**"rr"rr; 
-

h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat. - (

SEKSI KESEHATA* 
"'Tffiflf*, KESEHATAN KERJA

DAN OLAH RAGA

pasal 17
(1) seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan olah Ragadipimpin oleh seorang Kepala seksi dan mempunyai tugas

menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan oferasional,
bimbingan teknis dan superviii, serta pemantarian dan pelaporan
di Bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan oiah ir"g".

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
Kepala seksi Keseha"tan- Lingkungan, Kesehatan Kerja aan otatr
raga menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusa.n dan pelaksanaan tentang pencegahanpenyakit melalui intervensi terhadap lingkingan, " b"ik
lingkungan- biologi maupun lingkunan non bio-logi,Lsehatan
kerja dan olah raga;

b. Pelaksanaan kebijakan operasional tentang pencegahanpenyakit melalui intervensi terhadap linglungan, baik
lingkungan biologi maupun non biologij t<esetiatarikerja dan
olah raga;

c. Menyediakan informasi tentang komponen lingkungan antaralain binatang penular penyakit, rrrmah den$n 
"-".rit""i air

bersih dan sanitasi dasarnya, tempat-tempat umum sanitasi
air bersih dan sanitasi dasarnya dan kawasan serta sanitasi air
bersih dan sanitasi dasarnya;

d. Mengkoordinasi- upaya pengendalian lingkungan yang menjadi
perantara masuknya penyakit dengan lintas sektor teikait;

e. Melaksananakan penyuluhan untuk
sehat, kesehatan kerja dan olah raga
elektronik serta pameran;

f. Menyediakan bantuan teknis untuk melakukan pengendalian
lingkungan pada kejadian luarbiasa yang uert<aitai dengan
lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

g. Pembinaan, pelayanan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
Tvat (2t., Kepala seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja
dan Olah Raga mempunyai uraian tugai : -
a. Menyiapkan 

-bahan pengendalian dan pelaksanaan norma,
standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang
Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Keda dan olah Raga;

menciptakan lingkungan
melalui media cetak dan
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b. Melaksanakan rencana kegiatan Kesehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan Olah Raga;

c. Melaksanakan pembinaan penyehatan rumah, kualitas
Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;

d. Melaksanakan pembinaan sanitasi tempat-tempat umum dan
upaya kesehatan kerja;

e. Melaksanakan pengawasan kualitas air dan sanitasi darurat
serta sanitasi tempat pengolahan makanan dan minuman;

f. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan
tugas berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-
masing;

g. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna
meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;

h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Bagian Kelima
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Pasal 18

(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit
menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
dan kesehatan jiwa.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang surveilans
dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit
menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular dan kesehatan jiwa;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang
surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian
penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit
tidak menular dan kesehatan jiwa;

c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans
dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit
menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular dan kesehatan jiwa;

d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan
imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa; dan

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
pimpinan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.
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(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit
mempunyai uraian tugas :

a. Melaksanakan rencana kegiatan Bidang pencegahan dan
Pengendalian Penyakit;

b. Melaksanakan kebijakan teknis Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit;

c. Melaksanakan pembinaan Pencegahan dan pengendalian
Penyakit;

d. Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norrna, standar,
pedoman dan petunjuk operasional Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit;

e. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan
tugas berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-
masing;

f. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna
meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;

Pasal 19

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :

1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Serta

Kesehatan Jiwa.

Paragraf 1

SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI

Pasal 20

(1) seksi surveilans dan Imunisasi dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan perumusa.n dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan dan pelaporan di Bidang Surveilans
dan Imunisasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala seksi surveilans dan Imunisasi menyelenggarakan
fungsi:
a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan tentang surweilans dan

Imunisasi;

b. Pelaksanaan kebijakan operasional tentang surveilans dan
Imunisasi;

c. Menyediakan dan memelihara rantai dingin vaksin, serta
mendistribusikan vaksin dengan peralatannnya.

d. Melaksanakan penyuluhan tentang imunisasi melalui media
cetak dan elektronik serta pameran;

e. Menyediakan bantuan teknis untuk melakukan surveilans
pada kejadian luar biasa;

f. Pembinaan, pelayanan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
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g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

fl:Tffi1" 
berdasarkan peraturan p.*rri""E_u"a""g"" yang

(3) untuk 
_ 
menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud padaaya! (2), Kepala seksi surveilans d; Imunisasi mempunyaiuraian tugas :

a. Menyiapkan 
-bahan pengendalian dan pelaksanaan no.,rla,standar, pedoman dan petunjuk ope'rasional di bidang

Surveilans dan Imunisasi;
b. Melaksanakan rencana kegiatan surveilans dan Imunisasi.
c. Melaksanakan pembinaan surveilans dan Imunisasi;
d. Melaksanakan penyelidikan epidemiologi penyakit;
e. Menyelenggarakan surveilans, pen€rnggulangan kejadian luar

biasa penyakit dan kedaruratarr keseh-a:tan ;
f. Melaksanakanimunisasi;

g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan
tugas berjalan sesuai dengan tugas pokok aan zungsi masing -masing;

h. Memberikan motivasi dan--penilaian kepada bawahan guna
meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan; 

a

i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
seksi surveilans dan imunisasi.

S EKSI PENC EGAMBTN2 PENGENDALIAN
PENYAKIT MENULAR

pasal 21
(1) seksi Pencegahan 

-dan 
pengendalian penyakit Menular dipimpinoleh seorang. Kepala _seksi yang mempunyai tugas *erryi"pt 

"r,perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan dan pelaporan di Biding
Pencegahan dan pengendalian penyakit menul,ar;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (t), Kepala seksi Pencegahan dan pengendalian eenyatit
Menular menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan
dan Pengendalian penyakit menular;

b. Pelaks€LnaEln kebijakan operasional tentang pencegahan dan
Pengendalian penyakit menular;

c. Melaksanakan kebijakan nasional tentang program pencegahan
dan pengendalian penyakit menular;

d. Melaksanakan penemuan dan pengobatan serta pembinaan
terhadap penderita penyakit menular;

e. Pembinaan, pelayanan, pengendarian, monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olehpimpinan berdasarkan peraturan perurra..r!-undangan yang
berlaku.

tentang Pencegahan
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(3) untuk 
. 
menyelenggarakan !rg"i sebagaimana dimaksud padaayat {21, seksi .pencegahan dan eengeridalim p""v"raiil.rrul",

mempunyai uraian tugas :

a' Menyiapkan 
-bahan pengendarian 

_ 
dan pelaksanaan norna,standar, pedoman dan .petunjuk operasionar di bidang

Pencegahan dan pengendalian penyakit'Menular 
;

b. Melaksanakan rencana kegiatan pencegahan dan
Pengendalian penyakit Menular;

c. Melaksanakan pembinaan pencegahan dan pengendalian
Penyakit Menular;

d. Melaksanakan pemusnahan sumber penyebab penyakit;
e. Melaksanakan pemberantasan vektor;
f. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan

tugas bedalan sesuai dengan tugas pokok aarirung"i *""i"g _
masing;

g. Memberikan motivasi dan-.penilaian kepada bawahan guna
meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan; 

e

h. Melaksanakal monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
seksi Pencegahan dan pengend.alian penyakit Menular. "

SEKSI PENCEGAHAN OO'IffiItT$i,O''O* PENYAKIT TIDAK
MENULAR SERTA KESEHATAN JIWA

pasal22
(1) seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit dipimpin oleh

seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas 
-menyiapkan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
- 
operaJonal, uimuingan

teknis dan supervisi, serta pemantauan dan pelaporan di bidlng
Pencegahan dan pengendalian penyakit uaat menular serta
kesehatan jiwa.

(2) untuk melaks_anakan tugas sebagaimana dimksud pada ayat {2),Kepala seksi pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai
uraian tugas :

a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan tentang pencegahan
dan Pengendalian penyakit tidak menular serta kJsehatarr-.yi**;

b. Pelaksanaan kebijakan operasional tentang pencegahan dan
Pengendalian penyakit tidak menular serta kisehatai 3i*";

c. Pelaksanaan Kebijakan Nasional tentang program pencegahan
dan pengendalian penyakit tidak menulai d"rr*k"""h"1"r, 3'i*.;

d. Pelaksanaan penemuan dan pengobatan serta pembinaan
terhadap penderita penyakit jiwa;

e. Pembinaan, pelayanan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud padaayat (2l,, seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular serta kesehatan jiwa *"mpuny"i uraian tugal :

a. Menyiapkan 
-bahan pengendalian dan pelaksanaan norma,

standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang
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Pencegah"l d* pengendalian penyakit tidak menular sertakesehatan jiwa.

b. Melaksanakan rencana kegiatan pencegahan dan pengendalian
Penyakit tidak menular serta kesehatan-jiwa; -a--'

c. Melaksanakan pembinaan pencegahan dan pengendalian
Penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa; o

d. Melaksanakan penemuan penderita kesehatan jiwa;
e. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan

tugas berjalan sesuai dengan tugas pokok aarirunisi masing _
masing;

f. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna
meningkatka, prestasi, dedikasi dan loyalitas bawah*l

g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit Tidak Menular
dan Kesehatan Jiwa.

Bagian Keenam
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
DAN SUMBER DAYA KESEHATAN

Pasal 23
(1) Bidang Pelayanan Kesehatan dan sumber Daya Kesehatan

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan k"ebii ak; op.i""ior"t
di -bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayarr.., L.r"hatanrqiukan termasuk peningkatan mutunya, petayanan kesehatantradisional, kefarmasian, alat teseiraian dan perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia
kesehatan.

(2) untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang pelayanan Kesehatan dan sumber Daya Kes'ehatan
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan
kesehatan primer dan pelayarran kesehatan rujukair ^terrirasuk
peningkatan mutunya, pelayanan kesehaian tradisional,
keflarmasian, alat kesehatan dan perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang
pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukantermasuk peningkatan mutunya, pelayanan kese-hatan
tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia
kesehatan;

c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelayanan
kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukai'terrirasuk
peningkatan mutunya, pelayanan kesehatln tradisional,
kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;

d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan
kesehatan primer dan pelayanan riesehatan rujukln'terrirasuk
peningkatan mutunya, pelayanan kesehatin trad.isional,
kefanrrasian, alat kesehatan dan perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan.

Page 19 of24



(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan Kesehata,n dan Sumber
Kesehatan mempunyai uraian tugas :

a. Melaksanakan renca.na kegiatan Bidang pelayanan Kesehatan
dan Sumber Daya Kesehatan;

b. Melaksanakan kebijakan teknis Pelayanan Kesehatan dan
Sumber Daya Kesehatan;

c. Melaksanakan pembinaan Pelayanan Kesehatan dan Sumber
Daya Kesehatan;

d. Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan nonna, standar,
pedoman dan petunjuk operasional Pelayanan Kesehatan dan
Sumber Daya Kesehatan;

e. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan
tugas berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing -
masing;

f. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna
meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;

Pasal 24

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan,
membawahi :

1. Seksi Pelayanan Kesehatan;

2. Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT;

3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Paragraf 1

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 25

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam hal
penyiapan, perumusan dan pelaksanaan teknis dan supervisi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu
fasilitas pelayanan kesehatan dibidang pelayanan kesehatan
primer dan pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan
kesehatan tradisional.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2t., Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan
fungsi:
a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan tentang Pelayanan

Kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan serta
pelayanan kesehatan tradisional;

b. Pelaksanaan kebijakan operasional tentang Pelayanan
Kesehatan Primer dan pelayanan kesehatan rqjukan serta
pelayanan kesehatan tradisional;

c. Pelaksanaan pembiayaan kesehatan yang bersumber dari
APBD, APBN maupun BLN;

d. Penggalian pembiayaan kesehatan bersumber dari masyarakat;

pada
Daya
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e. Pelaksanaan pembinaan, penyebarluasan informasi tentang
jaminan kesehatan;

f. Pembinaan, pelayanan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat {21, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai uraian
tugas :

a. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norrna,
standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang
Pelayanan Kesehatan;

b. Melaksanakan rencana kegiatan Pelayanan Kesehatan;

c. Melaksanakan pembinaan Pelayanan Kesehatan;

d. Melaksanakan peningkatan sarana dan prasa.na puskesmas
serta jaringannya;

e. Melaksanakan pembiayaan pengembangan gedung kantor;
f. Melaksanakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);

g. Melaksanakan pelayanan kesehatan daeratr terpencil;

h. Melaksanakan penilaian puskesmas berprestasi dan akreditasi
puskesmas;

i. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan
tugas berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing -
masing;

j. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna
meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;

k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
seksi Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 2
SEKSI KEFARMASIAN, ALKES DAN PKRT

Pasal 26

(1) Seksi Kefarmasian, Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
mempunyai tugas menyiapkan perumus€rn dan pelaksanaan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes, dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan peftlmusan dan pelaksanaan tentang Kefarmasian,
Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);

b. Pelaksanaan kebijakan operasional tentang Kefarmasian, Alkes
dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);

c. Men5rusun rencana kebutuhan dan pengadaan obat untuk
kebutuhan program dan buffer stock;

d. Pelaksanaan pengendalian/pengawasan kefarmasian, makanan
dan bahan berbahaya serta pengobatan tradisonal dan obat
tradisional'

Page 2L of24



e. Pelaksanaan pendistribusian, penyimpanan, pengawasa.n,
pengendalian obat untuk kebutuhan program dan 6uffer stock;

f. Pen5rusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sarana dan
peralatan kesehatan;

g. Penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan peralatan
kesehatan;

h. Penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengeloraan
sarana dan peralatan kesehatan;

i. Pembinaan, pelayanan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat {2l., Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) mempunyai uraian
tugas :

a. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma,
standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang Seksi
Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga (PKRT);

b. MenSrusun rencana kegiatan seksi Keflarmasian, Alat
Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (pKRT);

c. Melaksanakan rencana kegiatan Keflarmasian, Alat Kesehatan,
dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (pKRT);

d. Melaksanakan pembinaan Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (pKRT);

e. Melaksanakan pengadaan dan pengelolaan farmasi, obat, alat
kesehatan dan perbekalan kesehatan;

f. Melaksanakan penyimpanan dan pendistribusian obat-obatan,
alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya;

g. Melaksanakan penyuluhan tentang obat, makanan, alat
kesehatan dan perbekalan kesehatan;

h. Melaksanakan pengawasan keamanan pangan, obat-obatan,
kosmetika, dan bahan berbahaya;

i. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan
tugas bedaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-
masing;

j. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna
meningkatkan prestasi, dedikasi dan toyalitas bawahan;

k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
seksi kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga (PKRT).

Paragraf 3
SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Pasal 27
(1) seksi sumber Daya Manusia Kesehatan dipimpin oleh seorang

'Kepala seksi mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan
pelaksanaan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan.
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
Kepala Seksi Sumber Daya Manusia
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumus€rn dan pelaksanaan tentang
Manusia Kesehatan;

b. Pelaksanaan kebijakan operasional tentang
manusia kesehatan;

c. Pen5rusunan formasi tenaga kesehatan dan menganalisis
rencana kebutuhan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi
tenaga kesehatan;

d. Men5rusun program pendidikan dan pelatihan tenaga
kesehatan baik fungsional maupun struktural;
Memproses kepindahan tenaga kesehatan;

pada ayat (L),
Kesehatan,

Sumber Daya

sumber daya

e.

f. Pen5rusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja sarana
pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2],, Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
mempunyai uraian tugas :

a. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan nonna,
standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang sumber
Daya Manusia Kesehatan;

b. Men5rusun rencana kegiatan seksi Sumber Daya Manusia
Kesehatan;

c. Melaksanakan rencana kegiatan seksi sumber Daya Manusia
Kesehatan;

d. Melaksanakan penilaian dan pembinaan tenaga kesehatan
yang berprestasi;

e. Melaksanakan registrasi dan akreditasi jabatan fungsional
tenaga kesehatan;

f. Melaksanakan pemberian rjin tenaga kesehatan yang
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta
sarana kesehatan;

g. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga
kesehatan;

h. Memproses kepindahan pegawai di lingkungan Dinas
Kesehatan;

i. Melaksanakan pendayagunaan tenaga kesehatan;
j. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan

tugas berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-
masing;

k. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna
meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;

1. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
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BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas Kesehatan sesuai dengan keahliannya.
Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kesehatan dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya selalu menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan mengkoordinasi bawahannya serta memberikan
bimbingan dan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
Para pelaksana Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya selalu
berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang -berlaku 

dan
petunjuk atasan.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Katingan
Nomor 13 Tahun 2OO9 tentang T\.rgas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan
Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OOg
Nomor 13 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Oaeiah kabupaln
Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 23 Desember 2OL6

BUPATI KATINGAN,

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 23 Desember 2016

IS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

EMUS

KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2OL6 NOMOR 326

(1)

(2)

(1)

(2t

. AHMAD YA

BERITA DAERAH
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